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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-
Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat
merampungkan penulisan buku ini.

Di dalam buku ini dibahas seputar tindak pidana pemalsuan
surat tanah yang didasari dari hasil penelitian. Dimana tanah
merupakan sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Hal-
hal yang berkaitan dengan tanah diperlukan adanya suatu kepastian
hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui suatu kegiatan
pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Aspek pidana
dalam bidang pendaftaran hak atas tanah adalah pemalsuan
dokumen berupa surat yang tertulis atau tercetak yang dapat
dipakai sebagai bukti keterangan seperti surat keterangan
kematian, silsilah ahli waris, kartu tanda penduduk, kartu keluarga,
surat keterangan aparat desa. Pertanggung- jawaban pidana terhadap
pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak
atas tanah adalah dipertanggungjawabkan oleh pihak/orang yang
melakukan pemalsuan terhadap dokumen pendaftaran hak atas
tanah berdasarkan asas kesalahan yang dilakukan oleh pemohon
karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah bersifat
negatif, tetapi bertendensi positif. Kata Kunci: Aspek Pidana,
Pemalsuan Dokumen, Pendaftaran Tanabh.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat
sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian

atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan
ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan,
adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah
surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau
mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat
semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.
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Kejahatan pemalsuan surat flibenFuk dengan - a— ,_
melindungi kepentingan hukum publlk perihal keger Cayaan terh

atas isi 4 macam objek surat, ialah
keb?natr)alllkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikat;
i kan pembebasan utang dan surat yang diby

urat yang menimbul ..
fmtuk}:mtuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara j

perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut

perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmazaken)

memalsukan (vervalsen). | -
Kejahatan ataupun pelanggaran pidana dalam hykym

pertanahan dapat berupa kejahatar} .dan- pelanggaran  da- [an
pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya perusakan pa ok
tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain
memberikan datapalsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah,
dan dilakukan oleh beberapa orang yang terkait, seperti kepala
desa, lurah, camat dan orang yang memohon hak. Yang
bertanggung awab atau mereka yang dapat dipertanggungjawabks '
dalam pemalsuan dokumen pendaftaran hak atas tanah adalah
mereka yang melakukan tindak pidana pemalsuan atau pemohol

pendaftaran sertifikat hak atas tanah yang menggunakan dok
palsu.

. Berangkat dari hal inilah, maka penulis mencoba memberikal
kapag terhadap praktik pemalsuan surat tanah. Namun demikial
PCHU11§ menyadari benar bahwa dalam penulisan dan pemaparad
buku ini masih banyak kekurangannya, Untuk itu, saran di8
masukan yang konstryktif dari semua pihak penulis S g
mengharaplfan untuk kesempurnaan buku ;
Pasca:)aer?:rlllas Lrjr;ei“guc_apkan terima kasih kepada 1;T°
penerbitan byky in\;erlsjltas BOSOW& IRAgh. telak rr}em ak "

- an terima kasih penulis sampaikan g

S€mua pj ' |

buku inli)l}::h'y aE g telah ikut serta membantu dalam penyel® X
- Akhir 't . ol

Semua, Amjp, 4la semoga buku ini memberikan manfaat y

ni.

Makassar,
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BAB 1
PROLOG

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang susunan
kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya masih bercorak
agraris, bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat
penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.
Bidang yang dimaksud dalam hal ini agar dapat memberikan
keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat adalah bidang
pertanahan. Tanah merupakan suatu sumber daya alam yang sangat
penting untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia
dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup akan tetapi lebih
dari itu tanah merupakan tempat dimana manusia dapat hidup,
tumbuh dan berkembang. Tanah sudah menjadi sumber bagi segala
kepentingan hidup manusia dan menjadi bahan komoditas yang
umumnya berada dan dikuasai serta dimiliki oleh orang perorangan.

Dalam prosesnya, untuk dapat tercapainya pemenuhan atas
tanah yang adil dan makmur bagi masyarakat maka pemerintah
dalam melaksanakan kebijakannya kerap kali harus melandaskan
hukumnya terhadap Pasal 33 avat (3) UUD 1945 yaitu “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat” dan diperjelas kembali di dalam Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Seluruh bumi, air
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa
Indonesia merupakan kekayaan nasional”.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin
marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek
sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek
ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak
kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi

pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.
Dalam hukum dilndonesia pemalsuan terhadap sesuatu

merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam

P
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ia, termasuk didalamnya pemals
63 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPid
adi adalah berkaitan dengan Pas:
tau memalsukan surat), dan Pas

KUHP { surat palsu a 3
(memmzkta-akta otentik dan Pasal 266 K
kkan keterangan palsu ke dalam suaty s

oo ingnya tanah bagi kehidupan manusia ».¢ .
setiap manusia ingin memilikj
berakibat timbulnya berbagai

ahan atau konflik pertanahan di Inflonesia, Permasalake
tanah ini terkadang juga menimbulkan kgjghatan terhadap tang}

kerap kali dapat menimbulkan perselisihan antar peroranggs
Hal ini lebih disebabkan oleh karena ketersediaan tanah yang ad
dan terbatas jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan manyg

semakin hari semakin tinggi nilai pemenuhan akan penggunag
tanah tersebut.

Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan
ketidakseimbangan di dalam pemenuhannya sehingga kejs
terhadap tanah dapat sering terjadi di tengah-tengah kehi |
masyarakat. Selain itu, Kohlberg yang dikutip oleh |
menyatakan bahwa perilaku jahat manusia itu ditentukan o
beberapa faktor: (1) Faktor pendorong, keinginan yang datangé
dalam diri manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi ¢gos
dan rangsangan yang datang dari luar, dab (2) Faktor penghas 4'
kendali dari dalam diri sendiri (mor: , ari masyan

moral) dan kontrol dan masy&s
luar, ancaman dan hukuman dan lain-lain.
istilah bl:m? lfelahatan di .bidang pertanahan sebenarnyd SEE
dengan kru l:'l"'m hukum pidana, tetapi merupakan istilatf yang*
i l?l_zjiud[tdn pada umumnya sebagaimana yang diatur
Nian 9% ¢ Hanya saja kebetulan istilah kejahatai di bt
pertanahan ini berhubungan dengan tanah ¢ »
obyek atau O, engan tdl}d atau pe -
dalam KUHp e tl::rbhurbadanya kcjahatar;(. A;tpx
adalah: (1) Kejahatan l;l(;langan . ejtamh fia
- Pasal 167 xypp crhadap penyerobotan it
E::f' » 2 y (2) Kej ahatan terhadap pemﬂl
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masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266 dan
. dan (3) Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang
tidak bergerak seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa
~ disebut kejahatan stellionaatyang diatur dalam Pasal 385 KUHP
(Muhadar, 2006).

Berdasarkan berbagai hal di atas maka permasalahan yang
akan disoroti di sini adalah mengenai kejahatan pemalsuan terhadap
surat-surat. Kejahatan pemalsuan surat adalah kejahatan yang di
dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas
sesuatu obyek, yang segala sesuatunya itu tampak dari luar seolah-
olah benar adanya. Padahal sesungguhnya hal tersebut sangat
bertentangan dengan yang sebenarnya dan bertentangan dengan
kebenaran. Sechubungan dengan tindak pidana pemalsuan ini,
kejahatan pemalsuan surat terutama surat yang berhubungan dengan
dokumen tanah yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah
adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara
membuat surat tanah palsu atau memalsukan suatu surat tanah
seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsu. Hal tersebut
dilakukan dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan bagi
dirinya sendiri. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang
dengan cara memalsukan suatu akta otentik sehingga akta otentik
yang semula isinya mengandung kebenaran akan tetapi setelah
adanya tindakan pemalsuan tersebut, akta otentik tersebut menjadi
palsu/keterangannya mengandung ketidakbenaran dan adanya
tindakan yang dilakukan oleh seseorang/suatu pejabat tertentu yang
memasukkan suatu keterangan tidak benar/palsu ke dalam suatu akta
otentik dengan maksud agar hal tersebut mendatangkan keuntungan
bagi dirinya sendiri.

Sehubungan dengan tindak pidana di atas, tujuan dar
dibentuk dan diaturnya kejahatan pemalsuan surat-surat di dalam
KUHP adalah untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal
kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi dari 4 macam obyek
surat, diantaranya yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak,
surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan, surat yang
menimbulkan pembebasan hutang dan surat yang diperuntukkan
sebagai bukti mengenai suatu hal/keadaan tertentu. Selain itu, tujuan
dibentuknya hukum pidana yang mengatur tentang pemalsuan surat
ini adalah agar sanksi hukum yang akan dijatuhkan dapat
menimbulkan efek jera terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang

AE
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¢
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iki sikap dan : kah

dapat memperbaiki sikap |
terkait dengan ttar?lae}:r’lberli)kan keadilan kepada pihak yang d.
elaku dan dapalemalsualn surat yang terkait dengan tanah ini. Ha i,
atas perbuatan p 21 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pag,

ey : Pas 5 o
dapat dilihat di (iia:alr::etiga pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak
266 KUHP. Paan tersebut mempunyai ancaman hukuman Yyang

- Isu eni
pidana pemaiste . bentuk pemalsuannya maupun jenis syras
hat dari bentuk pell : 4
berbegi}'bfsc:l:;l 1dan hal ini diyakini dapat menimbulkan efek jera
i perbuatan pemalsuan tersebut.

lakukan |
untuk n;)eefbua tan membuat surat palsu adalah perbuatan mempyg

sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/bel'um .ada, yang Sebagian:"
atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatag |
ini disebut dengan surat palsu. Sementara per'bu.atan memalsukan,
adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuyap
surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atay
mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat
semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. ]
Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk
melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap
kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang
menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan;
surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat
untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara ity
perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalalt
perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dam
memalsukan (vervalsen). 4
perbuatielb;g;l:ana yang dijelaskan .di dalam Pasal 263 K
palsu dan memal?jl? yang dilarang di sini adalah membuat surly
akan g an suatu surat maka ancaman hukuman ¥2 3
- eDatubkan terhadap pelaku pemal dokumen adai&s
Menjatuhkan pidang enia KU pemalsuan -
KUHP, perbyatan penl‘? Jara paling lama 6 tahun. Pada Pasat =
alsuan yang dilarang adalah apabila perbud

surat g  tersebut dilakukan terhadap akta otentik, 5%
atuhkafll”o,dtalon dan surat kredit maka ancaman huku™
4dalah menjatuhkan pidana penjara paling lam

p ]
angkan pada Pasal 266 KUHP, perbuatan pemalsuank

adalah g4k \
pabil an §
0 palsy ke daa] S€seorang menyuruh masukkant

am suatu akta otentik maka

yang djj
tahun ge
dilarang
keteranga
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""'T'.mewujudkan penegakkan hukum yang adil demi terc1ptanya
kepastian hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini, Hakim
merupakan bagian dari salah satu aparatur negara yang dapat
mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hakim
menurut Pasal 24 UUD 1945 mengatakan bahwa,” Kekuasaaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan”. Jika dilihat dalam UUD tersebut maka peran hakim di
dalam peradilan itu sangat penting dan merupakan sosok yang sangat
berkuasa di dalam mengatur jalannya sidang.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau
sarana terhadap peyelesain problematika. Kebijakan hukum pidana
sebagai suatu upaya untuk menangulangi kejahatan dan
mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan
dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan
sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Menurut Adami Chazawi (2005;3) Dari berbagai macam
tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah
kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak
pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan
perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya
intelektualitasnya dari  kejahatan pemalsuan yang semakin
kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di
dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas
sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seoalah-olah
benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang
sebenarnya.

Seperti yang telah disebut kan sebelumnya, hakim
mempunyai tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam UU
No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu untuk
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya. Dengan adanya tugas dan
wewenang hakim tersebut, hal ini menimbulkan konsekuensi kepada
Hakim yaitu bahwa Hakim dituntut untuk memiliki rasa tanggung
jawab yang tinggi di dalam tugasnya untuk menegakkan hukum dan

. l-l
i i
g
\-'AI-
i
-
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N tari membeda-bedahn o
yang lain maupun tanpa mehhat Jabh 1

4 0. Begitu juga dengan pertimbangan hak
L " mer ,. sanksi hukum terhadap suatu perkara D:
 hakim tidak hanya dituntut untuk melakukan pe imba
berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidanga
tetapi pertlmbangan tersebut harus dilakukan dengan anf R
bijaksana sesuai hati nuraninya sendiri.[]
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BAB 11

TINDAK PIDANA DAN
UNSUR-UNSURNYA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-
undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan
pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah
yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum,
sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan
ciri tertentu pada peristiwahukum pidana. Tindak pidana mempunyai
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit
dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk
dapat memisahkan dengan istilah vang dipakai sehari-hari dalam
kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung
suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada
peristiwa hukum pidana.Para pakar asing Hukum Pidana
menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau
Peristiwa Pidana dengan istilah (Amir Ilyas, 2012):

Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana; Istilah ini pertamakali
dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-
undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah
digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, vaitu dalam
Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa
pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadianyang dapat
ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.
Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu
ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam;
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i 1. Strafbare

L
RS-
"R

iterjemahkan den Perbuatan

: Handlulnlgmdlz*g:?rjana Hukurﬁal?idana Jerman,

yang digunakan 658 B CE iah strafbaar feit d ot

nerjemahkan istilah strat :it dengan perbuag,

MulyatHO, ﬁznumt pendapat beliau istilah  “perbuat

p}gan:;’menuniuk kepada makna adanya suatu Kelakuks

Kaﬁzsia yang menimbulkan aki'bat tertentu yang dil'arang :

di mana pelakunya dapat dlkenz‘i‘kan sankil pldana. Dapat

diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak Mungkin

berupa kelakuan alam, karena yang dapa't berbuat dan hasilnys

disebut perbuatan itu adalah hanya manusia; dan :

5> Criminal Actdi terjemahkan dengan 1st}lah perbuatan kriming]

Delik yang dalam bahasa Belanda dlsgbut Strafbaarfeit terdic

atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-magis

memiliki arti: Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Bgge

diartikan sebagai dapat dan boleh; Feit diartikan sebagai tindal
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidang
atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahas:
asing disebut delictyang artinya suatu perbuatan yang pelakunya
dapat dikenakan hukuman (pidana). |

MenurutMoeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian
tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana
adalah:”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangas
mana di‘sen:ai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bag
barangsiapa melanggar larangan tersebut. ;

‘ Jgdi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian ¢
tindak pidana yang dimaksudadalah bahwa perbuatan pidana aw
tmdal_( pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang H&S
(Sfls ual atau melanggar suatu aturan hukum atauw perbuatan Y88
tarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidand ¥
er::lizamait;lran W ditujukan  kepada perbuatan SCCIE
melakum:ztzlau sanksi pldana‘nya ditujukan kepada Ol‘atng

Bl L}‘\;’lr 4ng yang menimbulkan kejadian terseb:;’
B aturan | klm maka terhadap setiap orang yaxl:l%ki "
dikatakan terhadu B8, betiak, donsty 4 buat
atau pelaky tindaip orang tersebut sebagai pelaku Pe"t bahwd
larangan dgp pidana, Akan tetapi haruslah diinga

ancaman mempunyai hubungan Yané =
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- leJadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.
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antara kejadian dengan orang yang meninibﬁf kan

Menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa
perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila
tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan
diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan
tersebut.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat
“Aturan hukum pidana” dimaksudkanakan memenuhi keadaan
hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang
tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga
berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang
dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan
diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana,
perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu
adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit
namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dar
istilah sratfbaar feitdimaksudkan untuk mengalihkan makna dan
pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum
belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah
sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok
perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat
juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian
perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat
melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana
memberikan definisi mengenai delik, yakni: “suatu perbuatan atau
tindakan yang terlarang dandiancam dengan hukuman oleh undang-
undang (pidana).” Sementara Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit
itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yangdiancam pidana
oleh peraturan perundang-undangan.” Strafbaarfeit juga diartikan
oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang,
sebagai berikut:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)

yangdengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah

dilakukan olehseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman
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terhadap pelakutersebut adalah perlu demi terpel ih ar:
tertib hukum..” .
Sementara Simons M

“Quatu tindakan .me

crumuskan strafbaarfeit adalah: 3
Janggar hukum yang telah dilakuk

n  sengajd oleh ~ sescorang  yang  da
gfnf;‘anggungjawabkan atas tlndakanpya dap yang. olef
unpdang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan ya 3
dapat dihukum’. ‘
Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam.

menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatay
pidana atas dasar pertanggunig jawaban seseorang atas perbuatan|
ang tel : belum itu mengenai dilarang dan
ziliancamnya suatu perbuatan yaitu 'menger-lall perbuatan Pidanya‘
sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legaligz) asdl
yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan
tidak ditentukan terlebih dahulu dalam|

diancam dengan pidana jika ntuk
perundang-undangan. Biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin

sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada
delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Ucapan ik
berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas
Jegalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: (1) Tidak
ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal

t1 terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-

undang. (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh

digunakan analogi. (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boled
berlaku surut. |
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatd
kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam mel
suatu kejahatan, Jadi untuk adanya kesalahan hubungat an
l;eadaan dengap perbuatannya yang menimbulkan celaan D&
( ;;?zlt)a k(fi:sengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengdl o
sedanS)ka i kealpaaq (culpa) adalah bentuk-bentuk :'L‘
menygbat? k;Stllah .dar.l pengertian kesalahan (schuld) yangk
B n terjadinya suatu tindak pidana adalah 0
melawang herskzbut telah melakukan suatu perbuatan Yane o g

harus bert ukum sehingga atas'perbuatannyd tersebut '
anggung jawabkan segala bentuk tindak pidana Y*E

dilaky
kannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbu®
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